KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan
Sosialisasi Dampak Kependudukan
Tahun Anggaran 2020

OPD Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Unit Eselon I/l . Bidang Pengendalian Penduduk

Program . Peningkatan Pengendaiian Penduduk

Hasil (Outcome) :  Meningkatnya pemahaman aparatur di bidang pengendalian
penduduk
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Volume 57 orang OPD terkait PPKB Kab/Kota dua kali pertemuan
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A. LATAR BELAKANG
I.  Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

a.

Q

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat:
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020:

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah:
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020,



ll. Gambaran Umum

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Bidang Pengendalian Penduduk,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, salah satu

kegiatan yang dilaksanakan bidang Pengendalian yakni Sosialisasi Dampak

Kependudukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan

pemahaman SDM kependudukan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan wawasan SDM

terhadap dampak kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam pembangunan pengendalian penduduk, keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah OPD Pengendalian Penduduk dan KB

Kabunaten/Kota dan QOPD Provinsi terkait serta stakeholder nenoambil l{nh alcan
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terkait dampak kependudukan

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metoda pelaksanaan kegiatan

sebagai berikut :
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b.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul terkait Dampak
Kependudukan di Sumatera Barat

Koordinasi tentang Dampak Kependudukan dengan Kab/Kota di Provinsi
Sumatera Barat

Telaahan / masukan dari pakar terkait masalah Dampak Kependudukan di
Sumatera Barat

rasiiitasi pelaksanaan Sosialisasi

Monitoring dan evaluasi



Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku satu tahun anggaran dengan tahapan:

No

Uraian

Waktu Pelaksanaan

5

6

8

10

11

N

Penyusunan KAK Kegiatan

Penyusunan SK Tim

Rapat persiapan Tim

Surat Menyurat

Rapat-rapat persiapan kegiatan

Koordinasi dengan narasumber

Pelaksanaan Sosialisasi

Penyelesaian Akhir

0] ] N B Oy B W) Ry

Evaluasi Kegiatan




D. Waktu Pencapaian Kegiatan
Kegiatan ini dapat tercapai selama 4 (empat) bulan kalender, yang akan
dilaksanakan pada bulan Januari dan Bulan April tahun 2020.

E. Biaya Yang Diperlukan
Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran biaya sebesar
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kegiatan Sosialisasi Dampak
Kependudukan, kode kegiatan : 1.02.08.01.026.00

F. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sosialisasi Dampak Kependudukan ini
dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan
Kerja (KAK) ini diharapakan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam
pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 23 Januari 2020
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